






"Permohonan a quo", Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Bawaslu Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tidak merespon, tidak memeriksa, dan tidak memutus 

Laporan/Pengaduan Pemohon. 

Selanjutnya Pemohon akan menguraikan secara rinci dari segenap pelanggaran 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tersebut. 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara 

hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan 

peradilan khusus. 

1.2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. 

1.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024. 
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Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat 

(Bukti P-35), tetapi tidak ditindaklanjuti. 

(3) Pelanggaran/Kecurangan: Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Mencoblos

Surat Suara di Dua TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo

Dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan.

Pada tanggal 27 November 2024, Ketua KPUD Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto 

Parman, mencoblos surat suara di dua TPS, yaitu di TPS 02 Desa Batu Cermin Kecamatan 

Komodo dan di TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Tindakan ini merupakan 

pelanggaran serius terhadap prinsip pemilu yang bebas dan adil, karena dilakukan oleh 

Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua KPUD (Bukti P-36). 

Bahwa pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat 

(Bukti P-3 7), tetapi tidak ditindaklanjuti. 

V.PETITUM

Berdasarkan uraian segenap dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah 

Konstitusi memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Edistasius Endi, S.E dan Wakil

Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 777 Tahun
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